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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI SULAWESI SELATAN

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan

kegiatan penginputan dan pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dibentuk Tim
Kelompok Kerja Pengukuran Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2024;

-

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi
Selatan tentang Penetapan Tim Kelompok Kerja
Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2024.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023



-2-

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Sistem Nasional I[lmu Pengetahuan dan Teknologi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6374);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah;



Memperhatikan

-

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301)
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021 nomor 1);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 319);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2024  tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2024 Nomor 2).

Keputusan  Gubernuf  Sulawesi Selatan Nomor
900/022/1/BKAD tentang Pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

« f

MEMUTUSKAN :

Tim Kelompok Kerja Penginputan dan Pengukuran
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2024, dengan susunan tim sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Kelompok Kerja Penginputan dan Pengukuran
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2024 pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas :

1) Melakukan penginputan data IPKD Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari
Instansi terkait lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dan Badan Pemeriksa Keuangan;

2) Melakukan pengukuran IPKD Pemerintah
Kabupaten/Kota  se-Sulawesi  Selatan dengan
menggunakan data yang bersumber dari instansi
terkait baik pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan dan Badan Pemeriksa Keuangan;

3) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
penyiapan data laporan pengelolaan keuangan daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri
atas dokumen perencanaan pembangunan daerah,
penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran,
dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu)
tahun sebelum tahun berjalan;

4) Melakukan pemeriksaan data IPKD dan dokumen
yang dibutuhkan melalui sistem aplikasi IPKD
Kementerian Dalam Negeri;

5) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengukuran
IPKD kepada Gubernur Sulawesi Selatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kelompok Kerja
Penginputan dan Pengukuran Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kepala
Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.



"

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Anggaran 2024 pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi

dan Pembangunan Bidang Penelitian dan
Pengembangan.
KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
gegal, . tebruael 024

-

Tembusan :

1. Sekretaris Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Para Kepala Bidang Bappelitbangda Prov. Sulsel di Makassar;

3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat;




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR — FA[ 368/ Beppelttbangda

TENTANG

PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENGINPUTAN
DAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2024

PENETAPAN TIM KELOMPOK KERJA PENGINPUTAN DAN
PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

Pengarah : Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi
Selatan

PenanggungJawab : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Ketua : Muslimin Hamid, S.Pt., M.Si

Anggota Dermayana Arsal. S.Hut. M.P., Ph.D
Muhammad Arsani, S.P.,M.Si.,M.T
Alsry Mulyani, SE, M.Si

Andi Fitriyani Yahya, ST

Yuliana Rauf, ST, M.P.Fis

Rosmala Dewi Said, ST

St. Suryani, ST

Rizky Widyasari Syam, ST

9. M. Irfan, ST

10. Yossi Findarta Pratama, SE

11. Amirullah, ST

' 12. Rahmat Yudha Prawira, ST

13. Bayu Indra Kusuma Wijaya, S.Kom
14. Irwan, S.Pi

15. Rima, S.Pi
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